ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian penting dalam
menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
Salah satu bentuk ketimpangan yang sering terjadi dalam praktik jual beli adalah
penggunaan klausula baku yang diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha,
tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip keadilan dan
perlindungan konsumen dalam penerapan klausula baku, serta menelaah sejauh
mana ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dapat
mengakibatkan kerugian hukum bagi konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan
pendekatan empiris, yakni melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-
undangan dan wawancara langsung dengan konsumen dan pelaku usaha di Toko
Afina Jaya, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Data dianalisis secara
kualitatif untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis dan objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha di Toko Afina Jaya masih
memberlakukan klausula baku secara sepihak, seperti larangan pengembalian
barang, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18. Di sisi lain, rendahnya tingkat
literasi hukum konsumen serta tidak tersedianya mekanisme pengawasan atau
pengaduan di tingkat lokal memperparah ketimpangan posisi antara pelaku usaha
dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah,
lembaga perlindungan konsumen, dan organisasi masyarakat untuk memberikan
edukasi hukum serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif demi
terwujudnya transaksi yang adil dan transparan.
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